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ABSTRAK

Fatma. 105 261 1046 19. Hukum Wanita Menolak Rujuk dalam Perspektif Fikih
Islam dan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Dibimbing oleh Andi Satrianingsih
dan St. Risnawati Basri.

Penelitian ini menggunakan penelitian riset kepustakaan (library
research). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain;
Pengumpulan data, setelah data yang- diperlukan telah terkumpul, kemudian
dilakukan beberapa tahapan yaitu: Reduksi data (data reduction), display data,
concluding. Setelah proses pengumpulan data dan pengelolahan data telah selesai,
maka selanjutnya adalah menganalisis data guna mendapat sebuah gambaran utuh
terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini. membahas tentang masalah rujuk, yaitu-rujuk sah dilakukan
tanpa persetujuan istri, selama dia masin  dalam masa ‘ddah berdasarkan
kesepakatan <ulama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam;. rujuk sah
hukumnya apabila sudah mendapat persetujuan dari pihak istri. Dari permasalahan
ini, ada dua rumusan masalah yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini, yaitu:
1) Bagaimana hukum wanita menolak rujuk dalam perspektif fikih Islam. 2)
Bagaimana hukum wanita menolak rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan
dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 1) Untuk mengetahui hukum wanita menolak
rujuk dalam perspektif fikih Islam. 2) untuk mengetahui hukum wanita menolak
rujuk dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu: 1) Dalam
hukum Islam, ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak prerogatif suami atau
hak mutlak suami, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak istri.
2) Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila seorang
suami akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebihh dahulu harus
mendapat ‘persetujuan  dari mantan istrinya, serta istri berhak mengajukan
keberatan atas kehendak rujuk tersebut.

Kata Kunci: Hukum, Wanita, Rujuk, Fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam
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ABSTRACT

Fatma. 105 261 1046 19. Women's Law Refusing to Refer in Perspective of
Islamic Jurisprudence and Perspective of Compilation of Islamic Law. Ahwal
Syakhshiyah Study Program (Family Law), Faculty of Islamic Religion,
Muhammadiyah University Makassar. Supervised by Andi Satrianingsih and St.
Risnawati Basri.

This study uses library research or (library research). The techniques used
in this study include; Data collection; after the necessary data has been collected,
then carried out several stages; namely: data reduction (data reduction), data
display, concluding. After the process of data collection and data processing has
been completed, the next step is to analyze the data in order to get a complete
picture related to the problem that is the object of research.

This research discusses . the problem = of reconciliation, namely
reconciliation  is valid without the wife's consent, as long as she is still in the
'iddah period based on the agreement of the scholars. Whereas in the Compilation
of Islamic Law, it is legal to refer to it if it has received permission from the wife.
From this problem, there are two problem formulations that will be examined by
the author in this study, namely: 1) How is the law of women refusing to reconcile
in the perspective of Islamic jurisprudence. 2) How women's law refuses to be
referred to in the Compilation of Islamic Law. There are two objectives in this
study, namely: 1) To find out the law on women refusing to reconcile in the
perspective of Islamic jurisprudence. 2) to find out the law of women refusing to
refer to it in the perspective of the Islamic Law Compilation.

Based on the results of this study, it can be concluded that: 1) In Islamic
law, scholars agree that reconciliation is the prerogative of the-husband or the
absolute right of the husband, so that no consent is needed from the wife. 2)
Whereas in the Compilation of Islamic Law it is stated that if a husband intends to
reconcile with his ex-wife, he must first obtain the consent of his ex-wife, and the
wife has the right to object to this reconciliation.

Keywords: Law, Women, Reconciliation, Islamic  Jurisprudence,
Compilation of Islamic Law

Vi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamain, puji dan syukur senantiasa teriring dalam
setiap hela nafas atas kehadirat Allah-SWT. Shalawat serta salam senantiasa
tercurah kepada kekasih Allah; Nabiullah Muhammad SWT, para sahabat dan
keluarganya serta ummat yang senantiasa istigamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan
tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan dan keyakinan untuk terus
melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak
lepas dari aturan tangan bebagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta
bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini,
semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka
dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak
terhingga kepada pihak " yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini,
terkhusus kepada orangtua tercinia Ibu St. Maemuna dan Bapak Ibnu Hajar.
Begitupula kepada saudara Fajrin, Samsul Rijal dan Budiman serta keluarga yang
senantiasa mencurahkan doa terbaik, motivasi dan dukungannya demi
terselesaikannya skripsi ini.

Ucapa terima kasih tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, 11, 11l

dan IV.

viii



. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur
AMCEF.

Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, 11, 111
dan IV.

. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum
Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama.. Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar.

. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum
Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar.

. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.TH.l. dan St. Risnawati Basri,
Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing | dan Pembimbing Il yang telah
meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan,
arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

. Seluruh Dosen yang -telah mendidik, membimbing dan membekali
berbagai  1lmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal
Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat
menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan
pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu
memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.



9. Terkhusus teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam grup ciwi-
ciwi talasalapang Siti Qalbunia Basan, Nurlina, Ainul Magsurah, Hadiah,
Fatma Lessy Toyo, Risgatul Aulia, Raodatul Hasanah dan Nur
Rahmatullah M.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut
andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian
skripsi ini. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan
sebaik-baik balasan:

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini,
penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan
serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat
membutuhkan Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Makassar, 18 Mei 2023

Fatma
NIM : 105261104619



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..ot [
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .......coiiiiieee e i
BERITA ACARAMUNAQOSYAH ...t ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Y%
ABSTRAK i ittt i bk ettt et e Y
KATAPENGANTAR e ittt as fae s caneanesclon sinennesneabi cassdine oo vii
DA RIS . S \\\\LLLLLL7 /// AN T "~ A X
BAB | PENDAHULUAN ..ottt areseaiesesseesse s itanense s e snenns desnenas 1
A. Latar Belakang Masalah............cocooiiiiiiiiiiiiie e e 1
B. RUMUSAN MaSAlaN.........coooiii it i e e 6
C.  TUJUAN PENEITIAN .eveiie et e se ettt e e e et Shaana e s caraan e sreereerens 7
D. Manfaat PENEITIAN . i iii. i it bt 7
E.  Metode PENEIITIAN ..ottt 8

BAB Il TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WANITA MENOLAK

RUJUK DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN KOMPILASI

HUKUM ISLAM ...t 12
A. Rujuk Dalam Perspektif FiKih ISIam............cccooiiiiiiiiiiece 12
L. POICEIAIAN.....c.eiiiieiiciice sttt 12

a. Pengertian dan Hukum Perceraian...........coccooeriiieneneeie e 12

Xi



D, JENIS-JENIS PEICEIAIAN ....oovvveee it ettt e ettt e et e e s st e e s s e e e e st e e s sbaeeseneres 17

C.  HiIKMah PEICEIAIAN ... .eeiei ittt ettt e s sttt e st e s seb et e e s reraeeessebaeeesaans 18

a.

b.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Xii



Xiii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyari’atkan agar senantiasa memelihara keutuhan perkawinan.
Hal ini sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu membangun keluarga yang
harmonis di mana_di-dalamnya diperoleh ketenangan, cinta-dan kasih sayang.
Serta menjadikan perkawinan sebagal media untuk mendapatkan pahala sebanyak

mungkin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Rum/30: 21.

M5 3 8o iy 8550 2 Jans Wl 108 gl 2SBi 2a 280 Gl O T 2ons
e HEAN
Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan saying.
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

(kebesaran Aliah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam literatur figin munakahat, selain dikenal istilah ‘agdun-nikah yang
berarti pengikatan suatu pernikahan, dikenal pula istilah inhilal al-Zawaj yang
berarti pelepasan (pengakhiran) suatu pernikahan. Inhilal al-Zawaj adakalanya
terjadi atas kehendak suami melalui ikrar talak yang dimilikinya, akan tetapi bisa
juga terjadi berdasarkan keputusan hakim pengadilan melalui talak atau perceraian

di pengadilan.

!Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba, 2021), h.
406.



Inhilal al-Zawaj, lazim dijuluki dengan al-furgah artinya perpisahan (al-
iftirag). Dalam konteks para fugah, al-furgah diformulasikan dengan: “lepasnya
pertalian (ikatan) perkawinan dan putusnya hubungan antara suami istri
berdasarkan salah satu sebab dari sekian banyak sebab.”?

Tujuan utama rumah tangga yaitu mewujudkan ketentraman dan
kebahagiaan dengan didasari-oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama.
Namun demikian, ada-masa di mana suami dan istri berbeda pendapat dan
keinginan, ada saja permasalahan dan konflik yang muncul. Konflik tersebut bisa
menjadikanorang intropeksi diri, berkomunikasi, namun adakalanya konflik juga
berdampak pada keretakan hubungan antara suami istri, menjadikan mereka saling
menjauh dan menarik diri, yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Istilah perceraian dijelaskan pula dengan kata pisah, putus hubungan, atau
talak.®> Talak menurut istilah yaitu melepaskan ikatan nikah pada saat itu juga
(maksudnya adalah talak ba’in) ataupun yang akan datang (maksudnya setelah
iddah-waktu menunggu-dengan talak raj i) dengan lafazh tertentu.* Kendatipun
dalam islam talak itu dibolehkan, akan tetapi suami istri tidak boleh terlalu cepat
untuk mengambil keputusan untuk bercerai, karna benang kusut itu masih ada
kemungkinan "untuk disusun < kembali. Dan saat jalan penyelesaian tidak
membuahkan hasil, barulah jalan terakhir itu ditempuh yakni perceraian. Namun,
perceraian (talak) meskipun dibolehkan tapi hal itu merupakan perkara yang

dibenci Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

2Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Cet. I; Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 101-102.

3Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fagih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
(‘Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 104.

4Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, terj. Darwis, dkk (Cet. IlI;
Jakarta: Darus sunnah Prees, 2018), h. 269.
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Artinya:
Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “sesuatu yang

halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah thalak.” (HR. Abu Dawud)
Sebagaimana implikasi konkrit atas realitas tersebut diatas, Islam
kemudian mengatur mekanisme pemutusan hubungan, dimana keduanya sama-
sama mempunyai hak untuk mengakhiri perjalanan rumah tangga. Yang kemudian
apabila inisiatif melepaskan hubungan itu. datang dari pinak suami, maka disebut
sebagai talak. Namun sebaliknya, apabila inisiatif datang dari pihak istri, maka

disebut sebagai khulu’, atau dikenal dengan sebutan talak tebus.

Meskipun jalan perceraian telah ditempuh, namun tidak menutup
kemungkinan pada masa menunggu bagi perempuan yang ditalak (talak raj i),
yang di mana pada masa penantian itu seorang istri tidak boleh ‘menikah hingga
waktu itu selesai (-7ddak), muncul keinginan mereka untuk kembali (rujuk) lagi.
Kembali pada keutuhan tkatan perkawinan yang kemudian disemangati oleh hasil
koreksi terhadap kekurangan diri masing-masing dan bertekad untuk
memperbaikinya.

Mengenai hal ini Ulama telah sepakat atas kewajiban ‘ddah, berdasarkan

firman Allah SWT dalam QS al-Bagarah/2: 228.

|G
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SAbu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Kitab al-
Thalag, Bab Fi Karahiati al-Talag, No. 2177, Juz 3 (Cet. V; Lebanon: Dar ar-Risalah al-
‘Alamiyah, 2009), h. 504.



Terjemahnya:

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu)
tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang
diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah
dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada
mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka
(para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut
cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.
Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.®

Berakhirnya sebuah perkawinan itu ditinjau dari segi dibenarkannya suami
merujuk istrinya kembali atau tidaknya dibagi menjadi dua, pertama perceraian
yang berstatus raj’i dan yang keduan berstatus ba’in.‘Dengan adanya talag raj’i
maka kekuasaan suami terhadap bekas istrinya menjadi berkurang, tetapi di sini
masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya, selama masih dalam
masa ‘iddah.

Jalan untuk kembali kepada ikatan suci perkawinan inilah yang
menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji tentang kedudukan izin dalam rujuk,
yang kemudian ada perbedaan di dalamnya dalam segi pelaksanaannya..

Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid menyatakan bahwa:

j),é o sl L} cls L SL;Q:,-J.S\ ALY L} ?\:,-jJ'.S\ dx>) R3S Gj}“ OT J& QM\ CA\B
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Artinya:
Kaum muslim sepakat bahwasanya suami memiliki hak untuk merujuk
istrinya pada talak raj i, selama istri masih dalam ‘iddah, tanpa memerlukan
atau mempertimbangkan persetujuan dari pihak istri. Berdasarkan firman
Allah: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu”.

éKementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 36.

"Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid (Jordania: Baitul Afkar ad-
Dauliyah, 2007), h. 612.



Rujuk merupakan suatu perbuatan yang umum terjadi di dalam masyarakat
muslim di Indonesia, akan tetapi belum banyak bahasan yang mendalam
mengenai hal ini. Kondisi tersebut berimplikasi kepada minimnya pengetahuan
masyarakat yang berakibat pada diharmonisasi antara kebutuhan administrasi
arsip-arsip kenegaraan dan kondisi-di lapangan. Ketentuan mengenai syarat
administrasi terkait perbuatan rujuk menjadi ketentuan keabsahan, namun tidak
menjadi rukun dan syarat dalam fikih Islam.

Mengenai perkara- rujuk, pembahasan fugaha  berkisar pada hak dan
kewajiban istri dalam masa talak raj i, yaitu berkenaan dengan hal nafkah ‘iddah
yang menjadi hak istri, dan kewajiban istri untuk tidak menerima pinangan dari
laki-laki lain. Karena menurut mereka rujuk merupakan hak suami secara mutlak,
sehingga suami dapat merujuk istrinya tanpa menunggu adanya persetujuan.

Sedangkan dalam Hukum Perdata Islam yang berlaku di Indonesia,
prosedur tata cara rujuk diatur tidak semudah seperti apa yang.telah dikonsepkan
para ulama fikih terdahulu, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat adanya
perpaduan hukum antara hukum islam, hukum nasional, dan ada hukum adat. Ada
beberapa prosedur tambahan yang harus dilakukan seseorang yang ingin
melakukan rujuk salah satunya berkenaan izin rujuk atau persetujuan dari mantan
istri. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 2: “Rujuk
dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)”.2 Bahkan KHI lebih tegas lagi

mengenai hal ini, yaitu jika rujuk yang dilakukan oleh pihak suami atas dasar

8Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Permata Press,2003), h. 51.



paksaan dari suami, sedangkan dari pihak istri menolak adanya rujuk, maka rujuk
yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama,
dan hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 165.

Berkenaan dengan penolakan seorang istri yang menolak ajakan rujuk
suaminya, yang di mana di dalam fikih Islam dikatakan istri tidak memiliki hak
tentang itu, akan tetapi sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam memberi hak
bagi perempuan, di-mana istri memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas
rujuk suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Berbicara tentang
penolakan tersebut maka banyak hal yang bisa menjadi pemicu atas penolakan
seorang istri selain karena faktor ekonomi, atau karena merasa tidak ada
kecocokan lagi karena seringnya terjadi perselisinan atau pertengkaran terus-
menerus, faktor KDRT yang dilakuakan suami saat masih bersama juga bisa
menjadi hal yang sangat dipertimbangkan untuk kembali bersatu membina rumah
tangga.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji
lebih dalam tentang hukum wanita menolak rujuk dalam perspektif fikih Islam
dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mencoba

mencermati dan menemukan permasalahan untuk bahan penelitian, sebagai

berikut:

1. Bagaimana hukum wanita menolak rujuk suami perspektif fikih Islam?



2. Bagaimana hukum wanita menolak rujuk suami perspektif Kompilasi
Hukum Islam?

C. Tujuan penelitian
Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini mencakup dua

hal, yaitu:

1. Mengetahui hukum.-wanita menolak rujuk suami dalam perspektif fikih
Islam.

2. Mengetahui hukum wanita menolak rujuk suami perspektif. Kompilasi
Hukum Islam.

D. Manfaat penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Secara substantif teoritis dan secara umum diharapkan hasil dari penelitian ini
dapat memberikan kontribusi besar untuk masyarakat keseluruhan dalam
upaya perbaikan tatanan sosial dan menunjang keadilan kemanusiaan dalam
mengembangkan. ntlai-nilai_hukum Islam  terutama. dalam bidang hukum
keluarga kaitannya tentang hak melakukan rujuk dan menolak rujuk suami
dalam figih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna untuk memperkaya nilai-
nilai pemikiran hukum, sehingga hasil penelitian ini kemudian dijadikan
acuan dalam mempelajari hukum keluarga Islam yang terkandung dalam
fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam terkait hak istri menolak rujuk

suami.



E. Metode penelitian
1. Jenis Penelitan
Penelitian ini termasuk kategori dalam penelitian kepustakaan yaitu jenis
penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan
dengan pokok pembahasan ini.°
2. Sumber Data
Dalam pembahasan skripsi ini digunakan jenis penelitian yang bersumber
dari buku-buku perpustakaan dan menurut sumbernya ‘dibedakan menjadi dua
yaitu data primer dan sekunder.°
a. Sumber data primer
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama.t* Sumber data primer dalam penelitian ini yang memberikan data
langsung bersumber dari tangan pertama, untuk data primer penulis-menggunakan
kitab Fikih Empat.mazhab karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, Bidayah al-
Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid karya lbnu Rusyd, Fathul Mu’in karya
Zainuddin bin' Abdul Aziz, Figih Islam wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili,
al-fjma’ karya lbnu Mundzir, Fathu al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfadi at-Taqrib
karya Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim al-Ghozy, Kifayatul

Akhyar karya Taqgiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Hisni. Sedangkan dalam

°Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),
h. 13.

1950erjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, h. 13.

1Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja
Grapindo Persada, 2004), h. 30.



Hukum Keluarga di Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
karya Tim Permata Pres.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh
peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud buku-buku,
jurnal penelitian, artikel, internet, data dokumentasi atau data laporan yang telah
tersedia.?
Adapun sumber daia sekunder dalam penelitian ini antara lain, dalam hal
ini penulis memperoleh data dari buku-buku:
1) Amir Syarifuddin “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan’.
2) Ahmad Rofig “Hukum Perdata Islam di Indonesia”.
3) Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih “Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia”.
4) Ali Yusuf as-Subki “Figh Keluarga™.
5) Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani “Perkawinan dan Perceraian
Keluarga Muslim”.
6) Satria Effendi M. Zein “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer”.
7) Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy “Hukum-Hukum Figih Islam”.
8) Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofig, jurnal “Hak Mantan Istri Menolak

Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam”.

125aifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.
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9) Arifin Abdullah dan Delia Ulfah, jurnal “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam
Masa ‘iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)”.

10) Soemiyati “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.
1 Tahun 71974

11) Khoirul Abror “Hukum Perkawinan dan Perceraian”.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan penelitt adalah mengumpulkan berbagai
referensi-referensi awal berupa buka-buku, literatur, dan dokumentasi internet
yang berkaitan dengan permasalahan hak menolak rujuk suami-dalam figih Islam
dan KHI.

Data yang telah didapat dari pencarian referensi kemudian akan melalui
beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi data (data reduction), pada tahapan awal ini dilakukan pemilihan,
pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi serta pentranformasian data mentah
ke dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan temuan-
temuan yang kemudian dijadikan fokus dalam penelitian tersebut.

b. Display data, ditahap ini data yang sudah direduksi kemudian didisplay
hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan
langkah selanjutnya.

c. Concluding (kesimpulan), setelah reduksi dan display data terlaksana, maka

tahapan selanjutnya yaitu konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang



11

telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan'® penemuan baru dari
penelitian yang dilakukan.
4. Teknik Analisis Data
Teknis analisis data yang penulis pergunakan adalah metode kualitatif,
yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan
data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.'*

BMilya Sari dan Asmendi, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian
Pendidikan IPA”, Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, vol. 6, no. 1
(2020): h. 48.

145andu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta:
Literasi Media Publishing, 2015), h. 120.
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TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WANITA MENOLAK
RUJUK DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Perceraian dan Rujuk dalam Perspektif Fikih Islam
1. Perceraian
a. Pengertian dan‘Hukum Perceraian

Perceraian menurut bahasa berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut
istilah (syara’) perceraian adalah sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan.
Dan merupakan lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang
kemudian digunakan oleh syara’.*

Dalam istilah ahli fikih perceraian dikenal dengan istilah “Talag” atau
“Furgah”. ' Talak -berarti -membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.
Sedangkan furgah artinya bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.
Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fikih sebagal satu istilah, yang
berarti: perceraian antara suami-istri. Perkataan talak dalam istilah fikih dua arti,
yaitu pengertian secara umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam
bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim

maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya, atau perceraian dikarenakan

15Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayatul Akhyar (Bairut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), h. 517.

12
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meninggalnya salah seorang dari keduanya (suami atau istri). Sedangkan dalam
arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.®

Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian yaitu putusnya
perkawinan antara suami-istri karena tidak ada lagi kerukunan dalam rumah
tangga atau sebab lainnya, seperti-mandulnya istri atau suami dan setelah
diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.!’

Berikut beberapa defenisi perceraian (talak) dari para ulama:

a. Sayyid Sabig mendefenisikan, talak adalah melepaskan ikatan. pernikahan
dengan lafaz talak atau semisalnya.'®

b. Abdur Rahman al-Jaziry mendefenisikan, talak adalah meniadakan ikatan
perkawinan atau pengurangan keterlepasannya dengan lafal khusus.*®

c. Abu Zakaria al-Anshari mendefenisikan, talak adalah melepas tali akad nikah
dengan kata talak dan yang semacamnya.

Defenisi lain dari talak 1alah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga
setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagt bagi suaminya, dan
ini berlaku dalam hal talak bc in. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan
perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan

berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari

16S0emiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974 (Cet. VII; Yogyakarta: PT. Liberti, 2017), h. 103.

7Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Cet. Il; Yogyakarta: Ladang Kata,
2020), h. 161.

BAbu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Figih Sunnah, Juz 3 (Kairo: Maktabah
At-Taufigiyah, 2016), h. 232.

YAbdurranman al-Juzairi, al-Fighu ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah, terj. Faisal Saleh, Jilid
5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 576.



14

dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam
talak raj 'i.2°

Menurut Hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab,
antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian suami atau istri),
karena perceraian dan adanya putusan pengadilan. Dan ini tercantum dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 113.2! Selain dari itu, perkawinan juga dapat putus
melalui sebab lain, yaitu: Talak, kZulu’, syiqaq, fasakh, ¢a 'lik talak, ila’, zhihar,
li’an dan kematian.??

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara
hukum hanya bisa dijalankan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan
sama sekali. Meskipun secara moral dinilai keliru atau secara hukum berdosa,
pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan
pernyataan sederhana: “Saya menceraikan kamu!”. Sebaliknya, istri juga bisa
mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan
fasakh melalui Putusan Pengadilan.?®

Adapun hukum perceraian (talak) dalam pandangan syariat Islam, pada
dasarnya ialah diperbolehkan atau mubah dengan alasan untuk menghindari
timbulnya bahaya yang dapat mengancam salah satu pihak, baik itu dari segi

akidah maupun fisik. Dengan demikian, hukum perceraian (talak) adalah boleh

2Ahd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 192.
2Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, h. 35.

22Spemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. | Tahun
1974, h. 105.

ZAhmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika,
2013), h. 229.
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demi terciptanya kemaslahatan yang lebih besar. Akan tetapi, hukum ini dapat
berubah tergantung pada kondisi serta motif perceraian itu sendiri.?*

Pada dasarnya perceraian atau talak merupakan sesuatu yang tidak
disenangi yang dalam istilah ushul figh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat
dilihat dari adanya upaya pencegahan terjadinya talak dengan adanya berbagai

pentahapan.? Hal ini terlihat dalam QS An-Nisa’/4: 34.

e S RSl D0 (588 0 el s EAERY BAa A1REY OE oy

z

Pl

Terjemahnya:
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah
kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur
(pisah ranjang). Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu
mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.®
Ulama fikih menetapkan bahwa talak merupakan hak seorang suami.
Mereka sepakat bahwa perceraian suami istri itu tidak diperbolehkan, kecuali jika
memang diperlukan. Bersamaan dengan hal itu, mereka berbeda pendapat dalam
menentukan hukum asal perceraian, apakah dilarang atau diperbolehkan. Ulama
jumhur seperti pengikut dari Mazhab Hambali, Syafi’i; dan Maliki berpendapat
bahwasanya talak hukumnya boleh dalam kondisi apapun, akan tetapi yang paling

utama ialah untuk tidak menerjangnya karena dapat mengakibatkan terputusnya

kasih sayang, kecuali yang bersifat sementara.?’

24Abdul Syukur al-Azizi, Kitab Lengkap dan Praktis Figh Wanita (Yogyakarta: Noktah,
2017), h. 232-233.

BAmir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), 126.
26Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 84.

’Mohamed Osman el-Khost, Figh an-Nisa: Fii Dhau’i al-Mazahib al-Arba’ah wa al-
ljtahadat al-Fighiyyah al-Mua’assarah (Figh Wanita: Dari Klasik Sampai Modern), terj. Abu
Ihmadillaha (Solo: Tinta Medina, 2018), h. 200.
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Walaupun demikian, melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka
hukum talak adalah sebagai berikut:?®

a. Wajib, yaitu perceraian (talak) yang diputuskan oleh kedua hakam (juru
penengah dari pihak suami dan dari pihak istri) untuk mengakhiri
pertentangan yang terjadi antara-suami-istri, yaitu jika kedua hakam tersebut
berkesimpulan bahwa talak merupakan jalan satu-satunya yang bisa ditempuh
untuk mengakhiri pertentangan.di antara suami-istri. Begitu pula dengan talak
yang harus dijatuhkan oleh suami yang melakukan i/a’ setelah diberi masa
tangguh selama 4 bulan lamanya terlebih dahulu, namun sang suami tidak
mau lagi melanjutkan kehidupan suami istri.

b. Haram, yaitu perceraian (talak) yang dilakukan tanpa adanya kepentingan
(yang benar menurut syar’1) terhadapnya.

c. Mubah, yaitu perceraian (talak) yang dilakukan jika memang diperlukan,
boleh jadi dikarenakan sang istri berperangai buruk, tidak bisa mempergauli
suami dengan baik, atau melakukan sesuatu yang mengancam keutuhan
rumah tangga, sehingga tujuan berumah-tangga tidak akan tercapai jika
pernikahan tetap diteruskan.

d. Sunnah (talak yang dianjurkan), yaitu perceraian (talak) yang dilakukan jika
sang istri telah menyia-nyiakan hak Allah yang wajib ia tunaikan, seperti
shalat fardhu serta perkara lainnya, dan tidak ada jalan lagi untuk menekan
istri agar menjalankan hak Allah yang wajib ditunaikannya. Atau dalam

keadaan di mana rumah tangga sudah tidak dapat lagi dilanjutkan dan

BMuhammad Utsman al-Khasyt, Fikih Wanita Empat Madzhab, terj. Abu Nafis lbnu
Abdurrohim (Cet. I; Bandung: Ahsan Publishing, 2010), h. 309-311.
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seandainya dipertahankan malah mendatangkan kemudharatan yang lebih
besar.
b. Jenis-Jenis Perceraian
Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami untuk
merujuk kembali bekas istri, maka perceralan (talak) dibagi menjadi dua macam,
sebagai berikut:?°
1) Talak Raj’i
Talak raj i 1alah waktu yang diperbolehkan bagi seorang suami untuk
melakukan rujuk kepada istri setelah menceraikannya selama masih dalam masa
‘iddah tanpa memperbaharui akad nikah, walaupun tanpa ridha istri. Talak ini
terjadi setelah adanya talak pertama dan kedua selain talak ba’in jika telah
sempurna rujuk dan sebelum berakhirnya masa ‘iddah. jika masa ‘iddah telah
cukup atau berakhir, maka talak itu menjadi talak ba ‘in, maka saat 1tu suami tidak
memiliki hak untuk.melakukan rujuk kepada istrinya sama sekali kecuali dengan
adanya akad yang baru.*®° Berkenaan dengan permasalahan ini, Allah swt

berfirman dalam QS al-Bagarah/2: 229.

P

* < of " 0597 A ot g A

Terjemahnya:
Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan

dengan baik atau melepaskan dengan baik.%!

Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, h. 196.
30Abu Malik kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Figh Sunnah, h. 262.

31Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 36.
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2) Talak ba’in

Talak ba’in ialah jatuhnya talak tiga oleh suami pada istrinya.3? Talak ini
tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Dan
untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami
maka harus melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-
syaratnya. Talak ba 'in terbagi menjadi dua macam, yaitu talak ba’in shugra dan
talak ba’in kubra. Talak ba'in shugra adalah talak ba’in yang menghilangkan
kepemilikan bekas suami-terhadap bekas istrinya tanpa menghilangkan kehalalan
bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Sedangkan talak ba’in
kubra adalah talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas
istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan
bekas istri, kecuali setelah bekas istri itu telah kawin dengan laki-laki lain.*
c. Hikmah Perceraian

Disyariatkannya talak (perceraian) merupakan salah satu- kelebihan yang
ada pada agama Islam yang sangat mulia. Sebab, perceraian terkadang menjadi
jalan untuk menyelesaikan problem yang menimpa. sebuah rumah tangga ketika
sangat dibutuhkan, sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam surat al-Bagarah ayat
229, yang artinya: “Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepas
dengan baik™.

Kemudian disebutkan juga dalam QS an-Nisa’/4: 130.

32Gyamsiah Nur, Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam) (Cet. I;
Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h. 127.

3Abd. Rahman Ghazali, Figh Munakahat, h. 198.
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Artinya:
Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada
masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya),
Maha Bijaksana.®*

Jika tidak ada lagi maslahat (kebaikan) untuk mempertahankan sebuah
pernikahan, atau bahkan jika-pernikahan tersebut jika diteruskan akan
mendatangkan bahaya bagi sang istri apabila masih tetap bersama dengan
suaminya; atau jika salah satu di antara suami-istri ada yang memiliki akhlak yag
buruk dan-tidak bisa istigomah dalam melaksanakan kewajiban syariah, maka
perceraian (talak) akan menjanjikan jalan keluar yang baik bagi keduanya.

Berapa banyak dari lapisan masyarakat lain yang melarang terjadinya
perceraian. Akan tetapi, justru hal tersebut sering membawa dampak yang lebih
buruk misalnya kerusakan moral, penyelewengan-penyelewengan, dan hancurnya
sebuah rumah tangga. Sedangkan agama Islam membolehkan adanya perceraian
(talak) ketika dibutuhkan. Islam juga telah menetapkan aturan-aturannya yang
dapat membawa maslahat dan menghindarkan keluarga dari kejelekan-kejelekan
yang mungkin saja terjadi.>®

Ketika hukum tidak memberikan peluang berupa perceraian (talak)
terhadap problem rumahtangga yang sangat darurat, maka dipastikan ke-
mudharatan dan mafsadat akan lebih banyak menghampiri serta menjadikan

rumah bagaikan neraka. Akan begitu banyak orang-orang terdekat yang turut

merasakan penderitaan tersebut. Pada diri seorang anak akan terbangun mental

34Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 99.

%Saleh al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fighi, terj. Abdul Hayyie. dkk (Cet. I; Jakarta: Gema
Insani Press, 2005), h. 700-701.
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yang buruk dan bahkan menjadi problem maker di dalam masyarakat, menjadi
seorang pecandu narkoba, pergaulan bebas, akibat broken home. Pada akhirnya
mereka akan mencari pelarian di luar rumah yang mampu memberikan
ketenangan pada dirinya, meskipun itu dalam konteks tentatif (belum pasti).
Untuk itu, Islam menghadirkan perceraiaan sebagai solusi yang dianggap solutif
untuk mengatasi berbagai~ problem lanjutan yang  dilahirkan dari ketidak
harmonisan dalam rumah tangga.®
2. Rujuk

a. Pengertian Rujuk

Kata rujuk merupakan kata serapan dari bahasa Arab raja’a—yarji u—
ruju’, bentuk masdar, artinya kembali. Kemudian istilah tersebut dibakukan dalam
hukum perkawinan di Indonesia. Secara terminologi, rujuk adalah kembalinya
suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai raj’i, dan
dilaksanakan selama istri dalam masa ‘iddah.>

Menurut arti bahasa, kata raja’ah bermakna “sekali Kembali”, sedangkan
menurut syara’ ialah mengembalikan istri yang masih dalam masa ‘iddah talak
bukan ba’in kepada pernikahan semula.®® Dalam kamus besar bahasa Indonesia
kata “kembali” memiliki beberapa arti sebagai berikut: Pertama, balik ke tempat
atau keadaan semula, kedua: lagi: pintu itu harap ditutup, ketiga: sekali lagi;

berulang lagi: perkawinan itu sudah rujuk, keempat: keterangan kata kerja yang

%Ahmad Rajafi, Cerai Karena Poligami: Tinjauan Figh Islam Nusantara Terhadap
Maraknya Cerai Gugat di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Istana Publishing, 2018), h.54.

3’Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.
235.

3Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathul Mu’in, Jilid 3, ter. Abul Hiyadh,
(Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 186.
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menyatakan pencabutan, penarikan, pengulangan.®®* Sedang kata “rujuk”
didefenisikan sebagai kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak
satu atau dua, ketika istri masih dalam masa ‘iddah.*

Defenisi yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
tersebut di atas secara esensial memiliki maksud yang sama dengan yang
dikemukakan dalam kitab fikih, meskipun secara redaksional sedikit berbeda.

Dalam pengertian fikih, al-Mahalli mendefenisikan kata rujuk sebagai:

sl (3 FE e BB e IS ) )

Artinya:
Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari perceraian yang bukan bain,

selama dalam masa ‘iddah.*!

Berkenaan dengan rujuk, ulama mazhab memiliki defenisi masing-masing
akan tetapi defenisi tersebut memiliki akar pemahaman yang sama.
a. Ulama’ Hanafiyah.

42'&??\ Ll ) Wslelg Leamgy ) gl 3 30l 8 V.?LZJ\ S delaze)

Artinya:
Keberlangsungan kepemilikan yang ada-dengan tanpa adanya kompensasi

selama si istri masih berada pada masa ‘iddah.*?

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa,
2008), h. 678.

40Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1225.

ALAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. Il; Jakarta: Prenada
Media, 2006), h. 337.

“lbnu Abidin, Radd al-Mukhtar, juz 5 (Libanon: Dar al-kutub al- ‘Ilmiah, 2003), h. 23.

“Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9
(Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 401.
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b. Ulama’ Malikiyah.

e wad e e llall B sse

Artinya:
kembalinya istri yang telah ditalak ke dalam ikatan perkawinan tanpa

memperbaharui akad nikah.*

c. Ulama’ Syafi’iyah

€ opaz iy e UGS AL e B e AS) ) TN
Artinya:
Mengembalikan istri ke dalam ikatan pernikahan setelah ditalak bukan ba 'in

selama dalam masa ‘iddah.*’

d. Ulama’ Hanabilah

8 e i ade S L ) U il 5ale)

Artinya:
Mengembalikan istri yang ditalak bukan termasuk talak ba iz kepada ikatan

pernikahan seperti sedia kala tanpa adanya akad.*®

Dari defenisi-defenisi tersebut di atas terlihat beberapa kata kunci yang
menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang disebut rujuk, yaitu:
1. Ungkapan “kembalinya suami kepada istri”’, yang mana hal ini mengandung

arti bahwa di antara keduanya sebelumnya telah terikat dalam ikatan tali

“1bn Abidin, Radd al-Mukhtar, h. 23.
4 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, h. 853.
“81bn Abidin, Radd al-Mukhtar, h. 23.
4 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, h. 854.
“81bn Abidin, Radd al-Mukhtar, h. 23.
4 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, h. 855.
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perkawinan, akan tetapi ikatan tersebut sudah berakhir dengan adanya
perceraian.

2. Ungkapan “yang telah ditalak dalam bentuk raj i, artinya istri yang bercerai
dengan suaminya itu dalam keadaan yang belum putus dengan kata lain
bukan ba’in.

3. Ungkapan “masih dalam masa ‘iddah”, mengandung arti bahwasanya rujuk
hanya bisa dilakukan selama istri masih dalam ‘iddah..Bila waktu ‘iddah
telah berakhir, maka mantan suami tidak dapat kembali lagi kepada istrinya
dengan mengatas namakan rujuk, akan tetapi harus memulai lagi dengan akad
baru.>

Para ahli fikih lain mendefenisikan, rujuk ialah suami atau pun hakim
menghilangkan  larangan untuk bersenang-senang dengan istri karena ditalak.

Artinya, bila suami menjatuhkan talak ra;j'i terhadap istrinya, ia terlarang untuk

bersenang-senang dengan istri tanpa niat rujuk. Dan adapula yang mendefenisikan

rujuk ialah 'menghilangkan konsekuensi talak yang melarang suami bersenang-
senang dengan istri bila masa iddahnya sudah berakhir. Artinya, talak raj’i
melarang suami bersenang-senang setelah masa ‘iddah habis, dan rujuk
menghilangkan larangan tersebut.

Berkenaan dengan defenisi di atas mengenai boleh atau tidaknya
mencampuri atau bersenang-senang dengan istrinya yang telah ditalak raj 'z, ulama
mazhab memiliki pendapat yang berbeda. Mazhab al-Syafi’i menyatakan, suami

yang telah menjatuhkan talak raj’i kepada istrinya haram mencampuri atau

S0Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 338.
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bersenang-senang dengan istri yang ia talak sebelum dirujuk dengan kata-kata
meski dengan niat rujuk. Berbeda dengan pendapat fugaha hanafiyah yang
menyatakan, suami boleh bersenang-senang dengan istri berupa aktivitas
hubungan badan maupun lainnya. Menurut fugaha Hanafiyah, bersenang-senang
dengan istri dengan syahwat adalah rujuk meski suami tidak berniat rujuk namun
makruh tanzihi.

Juga berbeda pendapat dengan fugaha Malikiyah yang menyatakan, boleh
bersenang-senang dengan-istri dengan niat rujuk, jika tanpa niat rujuk, haram
hukumnya bersenang-senang dengan istri. Juga tidak sama-dengan pendapat
fugaha Hanabilah yang menyatakan, rujuk tercapai dengan aktivitas hubungan
badan meski suami tidak berniat rujuk, tidak makruh hukumnya.>

Dari defenisi dan penjelasan di atas, dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah
mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah sempat terputus
karna jatuhnya talak raj’i (talek satu dan dua) yang dilakukan oleh bekas suami
terhadap bekas istrinya selama dalam masa ‘iddah dengan ucapan tertentu.
kemudian dari rumusan tersebut disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak
sekalipun itu berstatus talak raj i bukan ba’in, namun pada dasarnya jatuhnya
talak itu mengakibatkan keharaman untuk berhubungan seksual antara keduanya.
Dan untuk menghalalkan kembali bekas istrinya bekas suami harus mengucapkan

pernyataan rujuk tersebut.

SLAbdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, h. 854-855.
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b. Hukum Rujuk

Perbedaan mendasar antara ajaran Islam sebagai aturan dengan ajaran
yang lain yakni memiliki landasan yang normatif. Yang di dalamnya ada unsur
bimbingan dan tuntunan Tuhan di dalamnya. Maka dari itu, hukum Islam
memiliki ciri khas tersendiri yang sangat berbeda dengan aturan-aturan lainnya.
Lebih lanjut, cara pandang dan sikap seseorang berkenaan landasan-landasan
normatif tersebut juga akan ikut berkontribusi terhadap corak dan warna hukum
yang dihasilkan.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat
diinginkan untuk dicapai dalam Islam. Oleh karna itu, ikatan suami istri dikatakan
sebagai ikatan paling suci dan kokoh. Namun dalam mewujudkan tujuan mulia
pernikahan bukanlah suatu yang mudah, karna berbagal masalah kehidupan rumah
tangga akan mewarnainya, kesulitan ekonomi, mengedepankan- ego masing-
masing, menuntut hak akan tetapi tidak menunaikan kewajiban. Hal-hal demikian
yang sering memicu perselisihan hingga timbul perceraian.

Ketika sebuah perceraian atau perpisahan terjadi, maka muncul hal yang
disebut dengan masa ‘iddah. Masa ‘iddah adalah masa bagi perempuan menunggu
dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah
dengannya.® istilah masa ‘iddah disebut juga sebagai masa intropeksi diri kedua
pihak atas perpisahan yang terjadi di antara mereka. Hal ini adalah sebuah
kesempatan yang disediakan Islam bagi keduanya untuk damai dan berkumpul

kembali, setelah menyadari bahwa pada dasarnya mereka masih saling mencintai

S2Ali Yusuf as-Subki, Figh Keluarga (Cet. 11; Jakarta: Amzah, 2012), h. 348.
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dan pernikahan itu masih bisa diselamatkan. Inilah yang kemudian disebut pula

dengan konsep rujuk. Allah SWT berfirman dalam QS al-Bagarah/2: 228.

A0s
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Terjemahnya:

Wanita-wanita yang-ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya; jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para_suami) menghendaki islah. Dan_para wanita mempunyai. hak yang
seimbang dengan. kewajibannya menurut.cara yang makruf. Akan tetapi,
para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.>®

Dan dalam QS al-Bagarah/2: 234.
R RS R oy B H B sr R IR X v—<~‘ 8553 3405
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Terjemahnya:
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-
istri, (hendaklah para istri itt) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan
sepuluh hari. Kemudiah apabila telah habis idahnya, ‘maka tiada dosa
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka
menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.>*

Dengan demikian, sunnah hukumnya bagi suami merujuk istrinya apabila
dilandasi dengan niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya ishlah
(perdamaian) diantara keduanya. Sebaliknya apabila hanya untuk main-main,
menyakiti, melecehkan maupun balas dendam sehingga istri tidak dapat menikah

dengan laki-laki lainnya maka hukumnya haram. Hal ini sebagaimana firman

Allah dalam QS al-Bagarah/2: 231.

S3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 36.

S4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 38.
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Terjemahnya:
Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir)
idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah
mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka
dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan
demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu
jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada
kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamuy aitu Kitab (Al-
Quran) dan Hikmah (Sunah) untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan
bertakwalah kepada-Ailah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu.®

Ayat tersebut memerintahkan agar suami dapat memanfaatkan kesempatan
yang diberikan tersebut secara arif dan bijaksana, untuk kemudian apakah
melanjutkan atau memutuskan hubungan pernikahan dengan istrinya. Dan
keputusan yang telah diambil mesti dilakukan dengan cara yang ma ‘ruf.

Islam masih memberi jalan serta kesempatan bagi suami yang telah
menjatuhkan talak ra;’i kepada istrinya untuk merujuk kembali selama dalam
masa ‘iddah. Akan tetapi, apabila masa ‘ddah-nya telah habis, maka tidak ada
lagi peluang bagi suami atas istrinya kecuali adanya akad baru. Karena rujuk
dalam beberapa hal memiliki kesamaan dengan akad pernikahan, maka hukumnya
juga bersifat dinamis sebagaimana hukum pernikahan itu sendiri.

Dengan demikian hukum rujuk ada beberapa macam yaitu:°®

1. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti sang istri.

%Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 37.

*Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj. M. Abdul Ghoffar (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2001), h. 281.
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2. Makruh, jika perceraian itu baik dan berfaedah bagi keduanya (suami istri)

3. Jaiz (boleh), dan ini adalah hukum rujuk yang asli.

4. Sunnah, jika dengan rujuk itu suami bermaksud untuk memperbaiki keadaan
istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya.

Sedangkan dalam mendudukan hukum rujuk ulama berbeda pendapat,
jumhur ulama mengatakan-bahwa rujuk itu adalah sunat.>’ Hal ini berdasarkan
beberapa ketentuan al-Qur’an, salah satunya dalam surat al-bagarah ayat 228-229.
Surat al-bagarah ayat 228-229 ini merupakan dasar hukum dibolehkannya suami
merujuk istri selama masih dalam masa ‘iddah.

Dalil dalam hadist Nabi di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh
Ibnu Umar yang bunyinya:

Jymy DB e JUS 8 ) Jgu) te 3 il 2y &1l bl e ) e
éoad Al o WSH) ¢ Lol o) SRR d) Jpuy o JB SelS s 2 &
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Artinya:
Ibn Umar r.a. mencerai istrinya yang sedang haid di masa Nabi saw. Maka
Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi saw. tentang hal itu, oleh Nabi saw.
disuruh supaya kembali, kemudian ditahan sehingga suci. Selesai haid
kemudian suci dan sesudah itu terserah menahan (kembali) atau
menceraikannya sebelum disentuh (disetubuhi), maka itulah iddah yang
diperintahkan oleh Allah untuk mencerai istri.>®

SAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, h. 339.

8Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nasaiburi, Shahih Muslim, Kitab ath- Thalag,
Bab Tahrimu thalaq al-Haid Bighairi Ridhaha, No. 1471, Juz Il (Riyad: Dar al-salam, 2000), h.
627.

¥Muhammad Fu’ad Abdul Bagi, Mutiara Hadits; Shahih Bukhari Muslim, terj. Salim
Bahreisy (Surabaya: Bina ilmu, t.th), h. 486.
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Kata imsak yang tercantum dalam ayat 229 dan kata rad dalam ayat 228
mengandung makna yang sama yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah
diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas kedua ayat tersebut untuk rujuk.
Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk adalah karena sebelumnya dia
menalaknya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah sunat.®°

Ibnu Rusyd membagi hukum rujuk kepada dua, yaitu hukum rujuk pada
talak raj i dan hukum rujuk pada talak Ha 'in:

a. Hukum rujuk pada talak- raj’i.

Kaum muslimin sepakat bahwa suami mempunyai hak merujuk istrinya

pada talak raj’i, selama masih dalam masa ‘iddah, tanpa mempertimbangkan

keridhaan istri. Berdasarkan firman Allah swt dalam QS al-Bagarah/2: 228.

G 8555,
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Artinya:
Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa)

itu jika mereka menghendaki perbaikan.

b. Hukum rujuk pada talak ba in.

Talak ba'’in bisa terjadi dengan thalak yang kurang dari tiga: yaitu terjadi
pada wanita yang belum digauli tanpa ada perbedaan pendapat. Serta pada wanita
yang melakukan khulu’ dengan perbedaan pendapat dalam hal ini; apakah bisa
juga terjadi tanpa ada pengganti, dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat.

Hukum rujuk setelah terjadi talak ini adalah hukum permulaan nikah (maksudnya,

80Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Muunakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, h. 340.
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tentang disyaratkannya mahar, wali dan keridhaan), hanya saja dalam hal ini
menurut jumhur tidak dipertimbangkan selesainya ‘iddah.®

Hukum rujuk pada talak ba 'in dapat diperinci menjadi dua:
1. Talak Ba’in karena Talak Tiga Kali

Adapun talak ba’in dengan tiga kali talak: semua ulama sependapat bahwa
wanita yang telah ditalak tiga kali, tidak halal bagi suaminya yang pertama,
kecuali setelah digauli (oleh suami kedua), berdasarkan hadits Rifa’ah:
aslsy O] ,dl ooy b e it Al Jou ) oels Bl Ge sy 800l O s § azsle O
JB add) oo ane Wy, Bl ol o ol A s conSS gls, (OIb b il
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Artinya:

Aisyah r.a bercerita kepada seorang (periwayat hadis) bahwa istri Rifa’ah
al-Qaradzi datang kepada Rasulullah, kemudian berkata: wahai Rasulullah,
sesungguhnya Rifa’ah telah menceraikanku dan telah habis masa ‘iddah,
lalu saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair al-Qaradzi, tapi bersama
dia seperti ujung kain (impotent). Rasulullah bersabda: “apakah kamu ingin
kembali kepada Rifa’ah? itu tidak mungkin, sebelum kamu merasakan
madunya dan dia merasakan madumu (yaitu berhubungan intim). (H.R. al-
Bukhari)

2. Nikah Muhallil

Dalam pembahasan ini, para fugaha berselisih pendapat berkenaan dengan
nikah muhallil (maksudnya, jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan
dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama).

Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sah, dibatalkan

sebelum menggauli maupun sesudahnya, dan syaratnya juga tidak sah, tidak halal

®1 |bnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Mugtasid, h. 614.

82Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab al-Thalag,
Bab Man ajaza thalaq ats-tsalasa, No. 2638 (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), h. 1040.
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karenanya, serta menurutnya dalam hal ini keinginan wanita agar menjadi halal
tidak diperhitungkan, tetapi yang diperhitungkan ialah keinginan laki-laki.

Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tersebut
dibolehkan dan niat dalam hal ini tidak berpengaruh. Pendapat ini juga
dikemukakan oleh Daud dan sekelompok ulama, mereka mengatakan, pernikahan
tersebut bisa menjadikan halal bagi suami yang menthalak tiga kali. Dan sebagian
mereka mengatakan bahwa pernikahan tersebut dibolehkan dan syaratnya batal
(maksudnya tidak bisa menjadikan halal) ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila dan
diriwayatkan dari al-Tsauri.%®
¢. Rukun dan Syarat Rujuk

Rukun dan syarat-syarat merupakan hal yang harus terpenuhi agar
terlaksananya sebuah perbuatan rujuk.

1) Rukun Rujuk

Dalam pelaksanaan rujuk, rukun rujuk merupakan hal-penting, karena
perbuatan rujuk akan. dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun yang telah
ditetapkan oleh fugaha’. Adapun rukun rujuk tersebut dapat dikemukakan sebagai
berikut:

a) Istri. Dalam konteks istri, seorang istri harus memenuhi ketentuan-ketentuan
yang telah disyaratkan berikut ini; (a) Sudah dicampuri, (b) Istri yang
tertentu, (c) Talaknya adalah talak ra;’i, (d) Rujuk terjadi pada waktu istri

tengah menjalani masa ‘iddah.

®1bnu Rusyd, Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Mugtasid, h. 614-615.
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b) Suami. Rujuk dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri, dalam artian
bukan atas paksaan pihak lain.
c) Sighat (lafaz rujuk). Sighat terdiri dari dua macam, yaitu dengan berterus
terang atau dengan kata kiasan.
d) Saksi®
Dalam ketentuan di atas, terdapat beberapa poin yang mendapat komentar
atau perbedaan pendapat dari para ulama.. Misalnya, para ulama berbeda
pandangan terkait apakah rujuk itu dapat dilakukan melalui perbuatan yang
mengindikasikan terjadinya rujuk tersebut (cara melakukan rujuk). Menurut
sekelompok ulama, rujuk tidak bisa terjadi kecuali dengan perkataan/ucapan saja.
Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’i. Dan sekelompok ulama lainnya
mengatakan bahwa merujuk istri boleh dilakukan dengan menggaulinya. Ulama
yang mengatakan hal ini terbagi menjadi dua pendapat; Pendapat yang
mengatakan rujuk tidak sah dengan hanya menggauli, kecuali jika suami berniat
merujuk, karena perbuatan menurut mereka sama kedudukannya dengan ucapan,
harus dengan niat. Ini adalah pendapat Malik. Sedangkan Abu Hanifah
membolehkan rujuk dengan jika berniat merujuk dan juga tanpa niat.®®
Selain permasalahan bentuk rujuk berupa ucapan atau perbuatan, ada atau
tidaknya saksi atas terjadinya peristiwa rujuk juga terdapat perbedaan pendapat
oleh para ulama. Sebagian ulama mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi
sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan

dilihat dari segi rujuk itu sebagai memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi

#Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, h. 281-282.
®lbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al Mugtasid, h. 612.
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karena adanya perintah Allah untuk itu sebagaimana terdapat dalam QS al-

Thalag/65: 2.
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BB E 6 e 21 a3l AL 2eB O i By 2808 4 B3R
Terjemahnya:
Maka apabila mereka telah™ mendekati akhir idahnya, maka rujuklah
(kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik
dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan
hendaklah kamu' tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah
pengajaran itu diberikan bagi orang vang beriman kepada Allah dan hari
akhirat. Brangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan-membukakan
jalan keluar baginya.®
Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu,
maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafaz (sighat) kinayah, karena
penggunaan lafaz kinayah memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir
tidak mengetahui niat dalam hati itu. Pendapat lain yang berlaku dikalangan
ulama, bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah
melanjutkan perkawinan. yang telah terrputus dan bukan memulai akad baru.
Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk mewajibkan. Maka
berdasarkan pendapat ini, boleh saja rujuk dengan menggunakan lafaz kinayah
karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.®” Dalam Kompilasi Hukum

Islam  sendiri, diberlakukan pandangan yang mengharuskan adanya

persaksian/dipersaksikan. Hal ini karena dibutuhkan saat proses pencatatan nikah.

®Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 558.
7 Amir syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, h. 146.
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Syarat Rujuk

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa peristiwa rujuk dapat terjadi

selama istri masih dalam masa iddah’ talak raj’i, apabila mantan suami hendak

rujuk dengan bekas istrinya, maka hendaklah memenuhi syarat sebagai berikut:

a)

Bekas istri yang ditalak hendaknya pernah dicampuri. Sehingga perceraian
yang terjadi di mana istri belum pernah dicampuri oleh suami, tak memberi
hak rujuk bagi suami.

Harus dilakukan selama dalam masa ‘ddah.

Harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai ‘twad/ dari pihak istri.
Persetujuan istri yang hendak dirujuk.®

Adapun menurut Imam madzhab yang menjadi Syarat-syarat sahnya rujuk

yang harus terpenuhi oleh suami adalah:

1. Menurut Imam Syafi’i, Maliki dan Hambali, suami yang merujuk ialah

orang yang cakap bertindak hukum yaitu dewasa, berakal dan atas kesadaran
sendiri serta bukan orang yang murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi
anak kecil boleh melakukan rujuk ini sebab karena nikahnya sah sekalipun
ini tergantung kepada walinya.

Adanya pernyataan secara jelas atau sindiran yang menyatakan akan rujuk
kembali, pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafi’i. Sedangkan
menurut Imam Hanafi bukan hanya dengan perkataan saja tetapi rujuk dapat

dilakukan dengan hubungan intim atau jima.

8Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974, h. 125.
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3. Status istri tersebut dalam masa ‘iddah dan sebelum ditalak istri tersebut
telah digauli.

4. Rujuk itu dilakukan secara langsung, bebas dari segala macam persyaratan
seperti ungkapan suami “saya akan kembali kepada engkau jika engkau
suka”, atau “saya akan kembali kepada engkau jika ayah engkau datang”.
Ungkapan ini tidak sah dalam melakukan rujuk.5®

Jika diamati, poin-poin diatas sejalan dengan apa yang tercantum dalam
KHI pasal 167, di mana ketentuan-ketentuan di atas’ telah mencakup aspek
normatif maupun secara teknis bagi pelaksanaan rujuk.
d. Hikmah Rujuk

Diaturnya rujuk dalam hukum syara’ karena padanya terdapat hikmah
yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia atau menghilangkan kesulitan
dari manusia. Banyak orang yang menceraikan istrinya tidak dengan
pertimbangan yang matang sehingga setelah putusnya pernikahan tersebut timbul
penyesalan di satu atau kedua pihak. Dalam keadaan penyesalan itu sering timbul
keinginan untuk kembali dalam kehidupan perkawinan sebelumnya, namun jika
akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa kendala dan kesulitan.
Adanya Lembaga rujuk ini menghilangkan kendala dan kesulitan tersebut,”
dengan tetap mematuhi semua prosedur yang ada. Adapun hikmah dan tujuan

disyariatkannya rujuk antara lain sebagai berikut:*

®Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan
Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 395.

OAmir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 340.

LAhmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers,
2019), h. 255.
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1. Menghindari murka dan kebencian Allah. Karena selain dibenci oleh Islam
perrbuatan tersebut juga bisa berdampak negatif bagi suami atau istri serta
kepada anak-anaknya (bagi yang memiliki anak).

2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad
memperbaikinya. Dalam firman Allah QS al-Tahrim/66: 6.

- bty 2 83 85 B aslafy oS BT 18 1T il it

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”?

3. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga.
Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan
yang telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu dibuktikan, bahwa
pecahnya hubungan perkawinan orang tua akan membawa pengaruh negative
bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak.

4. Mewujudkan islah-atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan pernikahan
suami-istri bersifat antar jpribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga
besar masing-masing. Karena itu islah perlu mendapat penekanan.

B. Rujuk Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Berkenaan proses rujuk, Kompilasi Hukum Islam memiliki prosedur tata
cara rujuk yang diatur tidak semudah apa yang dikonsepkan para ulama fikih
terdahulu di mana ada beberapa prosedur tambahan bagi seseorang yang ingin

melakukan rujuk. Dimana hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri

2Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 560.
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Agama (Premenag) Rl Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat
Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan
Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, rujuk diatur dalam
pasal 32, 33, 34 dan 38. Kemudian Premenag RI tersebut dikuatkan dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 167 sampai pasal 169.”° Lebih lengkapnya
persoalan rujuk ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVIII
pasal 163-166, sedangkan tata cara.rujuk diatur dalam pasal 167-169. Pasal-pasal
tersebut yang mengatur mengenai rujuk adalah sebagai berikut:’
Pasal 167

1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan
dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan
lain‘'yang diperlukan.

2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa
dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat
merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan
masih dalam ‘iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu
adalah istrinya.

4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang

bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

3Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonsia, h. 256.

74Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, h. 50-52.
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. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum rujuk
dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168
Dalam hal rujuk dilakukan di_hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-
masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada
PegawaiPencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan
yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain
disimpan.
. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah
rujuk dilakukan.
. Apabila lembar.pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita
acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169
. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya
rujukdan  mengirimkannya kepada Pengadilan Agama  ditempat
berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-
masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang

ditetapkan oleh Menteri Agama.
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2. Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran
Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak
dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing
yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang
yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang
bersangkutan benar telah rujuk.

3. Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal
rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Pendaftaran Rujuk dan tanda
tangan Panitera.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya pelaksanaan rujuk harus
memenuhi persyaratan normatif dan teknis. Adapun persyaratan normatif di
antaranya, yaitu:

1. Suami yang hendak merujuk haruslah dengan niat dan kesadarannya sendiri.
Jadi rujuk yang dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa.

2. Wanita yang hendak di rujuk adalah benar-benar mantan istrinya yang sah.

3. Wanita tersebut masih dalam masa ‘iddah.

4. Perceraian yang terjadi masih bersifat rej’i atau berdasarkan keputusan
pengadilan agama dengan alasan selain alasan-alasan zina dan khuluk.

5. Rujuk harus diikrarkan dengan ucapan yang jelas.

6. Rujuk harus dengan persetujuan istri. Hal ini berbeda dengan ketentuan fikih,
bahwa sahnya rujuk adalah hak mutlak suami yang tidak bergantung pada

kerelaan atau persetujuan pihak istri.
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Rujuk harus dipersaksikan. Ketentuan ini di dalam fikih masih menjadi
kontroversi, karena ada sebagian ulama yang berpendapat saksi tidak
diperlukan bagi suami yang akan kembali pada istrinya. Akan tetapi ada pula
yang mewajibkan adanya saksi sebagai syarat sah rujuk.

Sedangkan yang menjadi persyaratan teknisnya, yaitu:
Rujuk harus dilakukan di hadapan Pegawal Pencatat Nikah (PPN) atau
Pembantu Pegawal Pencatat Nikah (P3N).
PegawaiPencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
yang ditunjuk tersebut harus sesuai dengan kompetensi wilayahnya.
Proses rujuk harus dihadiri oleh saksi.
Dibuat catatan dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang ditandatangani oleh
suami, istri, saksi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas, baik vyang normatif

maupun teknis, menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam pelaksanaan rujuk

harus terdapat rukun-rukun rujuk, sebagai berikut:

1.

2.

Suami yang merujuk

Istri yang dirujuk

Sighat (ucapan) rujuk

Saksi

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

(P3N).™

SAmiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia (Cet. I;

Jakarta: Prenada Media, 2002), h. 268.
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Mengenai pembentukan ketentuan rujuk yang ada dalam Kompilasi
Hukum Islam, hal itu ditempuh agat terciptanya ketertiban prosesi rujuk bagi
masyarakat Islam di Indonesia. Ketertiban di sini menyangkut tujuan dari Hukum

Islam sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebab, apabila

N
N

'\P\b kST, AW



BAB Il1

HUKUM WANITA MENOLAK RUJUK DALAM PERSPEKTIF

FIKIH ISLAM

Menurut kesepakatan ulama fikih, bahwasanya suami yang menjatuhkan
talak kepada istrinya memiliki hak untuk merujuk dengan ucapan. Juga dengan
perbuatan menurut madzhah Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama istri masih
dalam masa ‘iddah. Hal ini dapat,dilakukan-tanpa harus memperoleh.izin atau
keridhaan dari mantan istri.’® Berkenaan dengan hal ini, Ulama fikih memiliki
pandangan yang seragam mengenai hak rujuk yang dimiliki suami. Hak rujuk
yang dimiliki suami bersifat mutlak tanpa memandang hak seorang istri, apakah ia
bersedia untuk rujuk kembali dengan suaminya atau tidak.’’

Kendatipun hak rujuk diberikan kepada suami secara mutlak, bukan berarti
hak itu diberikan sepenuhnya tanpa adanya tujuan tertentu.. Dan tujuan yang
dimaksud di sini yakni tujuan yang mengarah kepada kebaikan. Sebagaimana

firman Allah swt dalam QS al-Bagarah/2: 228.

& - - 5 “ @ £ 1
1\.2-3&,\@/1 \53\3\ Q/l ;ﬂ.;!} Lé R D &}\ Q'@";J}*'fj

Terjemahnya:
Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa)

itu jika meraka menghendaki perbaikan. 78

’®Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figih Islam, edisi 1l (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 290.

"Mustofa Dib al-Bugha, dkk, Fikih Manhaiji, terj. Misrah (Yogyakarta: Darul Uswah,
2012), h. 721.

8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 36.
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Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir, menjelaskan bahwa rujuk
dibenarkan syariat apabila suami meniatkannya untuk memperbaiki hubungan
dengan istrinya, bukan untuk membuatnya menderita. Jika ia bermaksud
menyengsarakannya dan memperpanjang masa ‘iddah serta menjadikannya
seperti mu’allagah (janda gantung), tindakan yang demikian itu diharamkan.
Firman Allah dalam QS al-Bagarah/2: 231.

B EASE Vs Sopke EARL G OiE BARLAE BaT gl oy

x ] b ass S5 RS, 2 55 . 1505
Terjemahnya:
Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir)
iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan
janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi
mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi
dirinya sendiri.”

Namun, seandainya suami melakukan demikian, rujuknya sah, meskipun
ia melanggar hukum dan menzalimi diri, karena meskipun keinginan ini tidak
dapat kita ketahui, kita memperlakukannya berdasarkan lahiriah keadaannya. Kata
ahagqu menunjukkan bahwa hak suami pada masa penantian lebih diutamakan
ketimbang hak si istri atas dirinya, ‘sebab ia berhak atas dirinya hanya setelah
masa ‘iddah-nya habis.®

Apabila suami menjatuhkan talaknya di waktu istri sedang haid, maka
suami wajib merujuk istrinya kembali, karena talak di waktu haid ini tidak sesuai

dengan tuntunan, atau disebut dengan talak bid’i. ketentuan ini sesuai dengan

hadits dari Ibnu Umar ra bahwa ia mentalak istrinya di waktu haid, lalu Umar ra

®Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 37.

8\Wahbah az-Zuhaili, At-Tafsiirul Munir Fil ‘Agidah wasy-Syarii’ah wal-Manhaj, jilid 1
(Cet. I; Damaskus: Darul Fikr, 2003), h. 696.
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bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tersebut, lalu Rasulullah bersabda
kepada Umar untuk memerintahkan kepada anaknya itu agar merujuk istrinya.
Dengan demikian maka status hukum suami merujuk istrinya itu
bergantung kepada motif dan tujuannya serta sesuai atau tidaknya cara
menjatuhkan talak itu dengan tuntunan sunnah, sehingga dengan demikian hukum
suami merujuk bekas istrinya boleh jadi wajib, boleh jadi sunnat, boleh jadi
mubah, boleh jadi makruh, dan boleh jadi haram.®
Di dalam kitab Al-Umm yang dikarang oleh Ilmam Syafi’i terdapat
ungkapan, sebagai berikut:
O i Ol (38 lal ey ol 203l g o Al o U — 4y = 1 ailedl JU
Sl b T ale UY Lde d Y U2 aan )l 3 2se Wb Vg dax )l anie b )

Prvasad ) (U5 3 a3 G- Balikg ) Jrs e A1 J6 L ey
Artinya:

Oleh karena Allah swi. menetapkan suami lebih berhak. untuk merujuk
istrinya selarma masih dalam masa ‘iddah, maka tampak .jelas bahwa istri
tidak boleh -melarang suami untuk rujuk, dan istri iidak berhak atas
pengganti rujuk sama sekali, karena rujuk merupakan hak milik suami
terhadap istri, bukan hak istri terhadap ‘suami. Tidak ada kewenangan
apapun bagi seorang istri dalam perkara yang menjadi hak suami.

Menurut penjelasan Imam Syafi’i dalam kitabnya tersebut dijelaskan
bahwa perkara rujuk merupakan hak suami atas istrinya selama masih dalam masa
‘iddah, maka bagi istri tidak mempunyai hak untuk menolak dan tidak
mempunyai hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak

suami atas istrinya dan rujuk bukan hak istri atas suaminya. Hal ini membuktikan

81 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Cet. 1; Jakarta; Prenada Media, 2003), h. 288-
289.

8Al-Imam Muhammad bin Idris as-Syafi’i, Al-Umm, juz. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-
lImiyyah, 1993), h. 621.
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bahwa menurut penafsiran beliau istri tidak mempunyai hak atas rujuk. Dan dari
penjelasan tersebut juga dapat diketahui bahwa istri tidak mempunyai hak untuk
menolak maupun diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya ketika sang suami
menghendaki rujuk kepada mantan istrinya.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa: “Rujuk dapat dilakukan dengan cara
suami bersaksi di hadapan-dua laki-laki muslim, “saksikanlah bahwa saya telah
rujuk kepada istri saya,” atau “saya kembali kepadanya,” atau “saya kembali
menahannya”. Walaupun hal tersebut tanpa di hadapan walinya, tanpa ada mahar
tambahan, dan bahkan tanpa adanya persetujuan istrinya. Jika suami menggauli
istrinya berarti ia telah rujuk dengan istrinya.”%®

Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah menyatakan dalam kitabnya Zad al-Ma’ad
bahwasanya rujuk merupakan hak seorang suami sebagaimana dia berhak
menjatuhkan talak terhadap istrinya.®*

Ibnu munzir. mengatakan bahwa ketentuan rujuk® adalah. hak prerogratif
suami dan ini merupakan kesepakatan ulama (1jma).

Loy o1 ol il o GRS Yty 9165 4 sy Gl 18] 74 O s
Bl 22y 5>

Artinya:
Dan ulama sepakat bahwasanya seorang suami yang merdeka apabila
mentalak istrinya yang merdeka dan telah digaulinya baik itu talak satu atau
dua maka laki-laki tersebut berhak merujuknya hingga selesai masa ‘iddah-

nya.

Dan lebih tegas lagi Ibnu Munzir mengatakan bahwa:

8lbnu Qudamah al-Maqdisi, Umdatul Figih (Beirut: Maktabah Ashriyah, 2003), h. 203.

8lbnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtasar Zad al-Ma’ad, terj. Kathur Suhardi, Jalan
Menuju Ke Akhirat (Cet. I11; Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 340.

8lbnu Mundzir, al-lima’ (Uni Emirat: Maktabah al-Furgon, 1999), h. 126.
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Artinya:
Dan ulama sepakat bahwasanya rujuk diserahkan kepada laki-laki selama

masih berada dalam masa iddah sekalipun perempuan itu tidak suka.
Berkenaan dengan keterangan di atas, maka apabila seorang suami akan
merujuk istrinya, hendaknya memperhatikan beberapa syarat agar supaya rujuk itu
dikategorikan sah. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan beberapa syarat rujuk,
sebagai berikut®®;

1. Seorang suami yang telah menceraikan istiinya (yang bukan talak ba'’in),
maka suami dapat rujuk dengan istrinya dengan catatan masa ‘iddah-nya
belum habis. Rujuk tidak harus mendapat persetujuan dari pihak istri.

2. Adanya ungkapan rujuk secara lisan.

3. Tidak sedang berihram haji atau umrah.

4. Orang yang menikah atas kemauannya.

5. Apabila istri yang dirujuk itu telah habis masa ‘iddah-nya, maka suami
menghalalkannya dengan memperbaharui akad nikah:

Sedangkan yang menjadi Syarat rujuk berdasarkan dari kitab Kifayatul

Ahyar yakni tetapnya rujuk ketika masa ‘iddah dan kondisi suami istri masih

dalam kondisi halal (menikah). Maksudnya, bila salah satu dari istri atau suami

murtad, lalu si suami ingin rujuk dengan istrinya dalam masa ‘iddah maka rujuk
tersebut dikategorikan tidak sah karena dilakukan dalam kondisi si suami dan istri

sudah tidak halal (menikah, sebab murtad). Jika masa iddah si istri sudah habis

8Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim al-Ghozy, Fathu al-Qorib al-Mujib
Fi Syarhi Alfadi at-Taqrib (Kediri: Maktabah as-Salam, 2017), h. 104.
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maka habis pula kesempatan untuk rujuk dan terjadilah talak ba ’in. Lalu apabila
keduanya melakukan akad nikah yang baru sebelum si istri menikahi laki-laki lain
atau setelah menikahi laki-laki lain tapi belum di jimak ataupun sudah dijimak,
maka si istri tadi kembali kepada suami yang pertama dengan tetap membawa sisa
talak dari pernikahan sebelumnya.®’

Dalam kitab al-Majmu" Syarh al-Muhadzab dikatakan bahwasanya rujuk
sah dilakukan meski tanpa disertal persetujuan dari pihak istri. Dan menjadikan
pihak suami-lebih berhak-untuk melakukan rujuk. Walaupun suami butuh ridha
nya istri. Karena sesungguhnya istri memiliki haknya sendiri. Dan tidak dianggap
sah rujuk kecuali dengan ucapan. Bagi orang tersebut mampu untuk mengucapkan
(tidak bisu) atau melalui isyarat bagi orang yang bisu. Adapun ketika sudah
bersenggama atau mencium istri atau menyentuh istri, itu tidak dikategorikan
sebagai rujuk, walaupun dia berniat untuk rujuk atau tidak niat.®

Dalam fikih empat imam mazhab, tidak disebutkan wizin istri masuk
sebagai syarat rujuk, apalagi masuk dalam rukun rujuk. Imam Hanafi menyatakan
rukun rujuk hanya ucapan rujuk. Menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali
menetapkan rukun rujuk itu yaitu ucapan dan suami. Imam Malik menambahkan
bahwa suami boleh rujuk dengan perbuatan dengan disertai niat untuk rujuk.

Sedangkan imam Ahmad membolehkan rujuk dengan perbuatan meski tidak

8Tagiyuddin Abu Bakr Bin Muhammad al-Hisni, Kifayatul al-Akhyar Fi Halli
GhoyatiaAl-lkhtishor (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2008), h. 534.

8]mam Abi Zakariya Muhyiddin lbnu Syarif An-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-
Muhadzab, juz 18 (Riyadh: Dar Alimul Kutub, t.th), h. 286.
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disertai niat. Sedangkan imam Syafi’i tidak membolehkan dengan perbuatan,
melainkan dengan kata-kata (ucapan).®

Menurut Ulama Mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, beserta
pengikut-pengikutnya, menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam al-
Bagarah ayat 228, ayat 229, ayat 231, kemudian ketentuan dalam surat al-Talaq
ayat bersifat umum (‘am).Artinya, keumuman ayat tersebut memberikan hak
penuh kepada suami untuk merujuk istrinya tanpa menimbang adanya izin dan
persetujuan dari istri. Sementara itu, tidak ada dalil yang khusus baik dalam al-
Qur’an maupun hadits yang mengharuskan rujuk ada izin istri. Atas pertimbangan
itulah, ulama menetapkan rujuk menjadi hak milik suami yang tidak memerlukan
izin istri.%

Syariat Islam juga tidak melupakan sisi kepentingan perempuan dan
haknya untuk menentukan perceraian. Meskipun hak cerai ada di-tangan suami,
namun Islam juga. memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan
perceraian, 'jika terpenuhi Syarat-syarat yang sudah ditentukan perceraian.
Biasanya sang istri melepaskan sebagian haknya kepada suami atau memberikan
sejumlah harta benda yang telah disepakati oleh keduanya, hal inilah yang disebut
khulu’, atau perceraian dengan memberikan tebusan. Hal ini terjadi mana kala istri

melihat suatu alasan yang tepat untuk mengakhiri hidup berdampingan bersama

8 |bnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, ed, in, Bidayatul Mujtahid:
Analisa Figih Para Mujtahid (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 2
(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 273.

%Arifin Abdullah dan Delia Ulfah, “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah
(Analisis Perspektif Hukum Islam)”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 2,
no. 2 (Juli-Desember, 2018), h. 426.
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suaminya, dan jika tetap bertahan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan agama.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan,
bahwa hukum rujuk berdasarkan fikih yaitu suatu perbuatan rujuk yang dilakukan
suami tanpa dibutuhkan adanya persetujuan pihak istri. Seorang istri memang
memiliki hak yang seimbang dalam rumah tangga terkait hak dan kewajibannya,
akan tetapi dalam perkara rujuk, seorang, suami tetaplah memiliki tingkatan yang
lebih tinggi_kedudukannya dari seorang istri. Memperhatikan rukun.rujuk yang
telah ditentukan oleh para ulama fikih, maka suami merupakan faktor sentral yang
menjadi penentu terwujudnya rujuk di dalam sebuah rumah tangga. Selain hak
talak yang ada pada seorang suami, hak rujuk juga ada padanya tanpa diperlukan
adanya persetujuan dari pihak istri dalam keduanya. Seorang suami boleh merujuk
istrinya hanya dengan sebuah pernyataan kembali tanpa harus ada akad yang baru
dan juga tanpa disertai adanya mahar, selama masih berada dalam masa iddah

talak raji.
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BAB IV
HUKUM WANITA MENOLAK RUJUK DALAM PERSPEKTIF

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam, keberadaan syarat-syarat mengenai suatu perbuatan
hukum itu harus ada, sehingga perbuatan hukum yang dimaksudkan mencapai
tujuan yang diinginkannya. Menurut Wahbah Zuhaili, syarat pembentuk suatu
perbuatan itu-ada dua, yaitu syarat sya i dan syarat tawsigi. Syarat syar’i adalah
syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum-isiam (syara?). Sedangkan syarat
tawsigi syarat yang dibuat pemerintah demi suatu kepentingan dan tujuan
tertentu.®> Demikian pula menurut Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Hag, bahwasanya
syarat itu terbagi atas duaa, yaitu syarat Syar’i dan syarat tawsiqi. Syarat Syar’i
merupakan syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa hukum. Syarat
ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Syara’. Sedangkan syarat tawsiqi

merupakan syarat atau peraturan tambahan.®?

Berkenaan dengan aturan tentang izin.istri dalam rujuk suami, menurut
penulis ini masuk dalam kategori syarat tawsiqi atau syarat tambahan selain syarat
Syar’i. Syarat syar’i dalam rujuk misalnya adanya niat, kemudian rujuk juga

disyariatkan harus dengan ungkapan. Sedangkan izin istri dalam rujuk merupakan

“IWahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,
Figh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-lla’ istri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah, jilid 9
(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 236.

92Gatria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta;
Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 33-34.
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bagian dari syarat yang dibuat oleh pemerintah sebagai syarat tambahan bagi

persyaratan yang sudah ditetapkan oleh syara’.

Salah satu prodak hukum yang dihasilkan dari hasil putusan pemerintah
yaitu Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan keputusan
yang bersifat mengikat masyarakat muslim dan wajib untuk ditaati. Bagi
masyarakat Islam di Indonesia, ketentuan atau putusan pemerintah yang
dimaksudkan salah satunya adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengatur
tentang ketentuan-ketentuan rujuk. Ketentuan-ketentuan ini terletak pada buku
pertama tentang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam Bab XVIII
pasal 163 sampai pasal 169. Namun defenisi rujuk sendiri tidak diatur secara
khusus di dalamnya, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran
secara global mengenai defenisi rujuk tersebut. Seperti yang tercantum pada Bab

XVI pasal 118 dan pada Bab XVII pasal 150 yang berbunyi:

Pasal 118

Talak Raj’i adalah talak kesaiu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama

istri dalam masa iddah.®®

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam

masa iddah.%*

%Tim Redaksi Nuansa, Kompilasi Hukum Islam (Cet. XIlI; Bandung: Nuansa Aulia,
2020), h. 35.

%4Tim Redaksi Nuansa, Kompilasi Hukum Islam, h. 44,
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Adapun ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan rujuk dalam

Kompilasi Hukum Islam dipaparkan dalam pasal 163, 164, 165, 166.%°

Pasal 163

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam-hal-hal:
a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak telah jatuh tiga kali atau
talak yang dijatuhkan gahbla al-dukhul;
b. Putusan perkawinan berdasar. putusan pengadilan’ ‘dengan alasan atau
alasan-alasan selain zina dan khuluk.
Pasal 164
Seorang Wanita dalam talak ra;j’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak
rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat Nikah disaksikan dua
orang saksi.
Pasal 165
Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah
dengan putusan Pengadilan Agama.
Pasal 166
Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila
bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dapat
dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkan semula.
Berkenaan dengan tata cara rujuk yang dijelaskan pada pasal 167 ayat (2)

yang berbunyi: Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai

9Tim Redaksi Nuansa, Kompilasi Hukum Islam, h. 47-48.
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Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.%® Dari penjelasan pasal-
pasal yang telas disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya apabila
seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih
dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya. Bahkan dalam hal
mengatur persoalan ini, Kompilasi Hukum Islam lebih mempertegas lagi, yakni
jika rujuk yang dilakukan_dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istri
tidak menghendaki atas rujuk tersebut (dalam artian menolaknya), maka rujuk
yang ditolak tersebut dapat-dinyatakan tidak sah atas putusan Pengadilan Agama.

Adapun proses penolakan rujuk dapat dilakukan oleh istri ada dalam dua
bentuk yaitu, pertama, penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri sebelum
perkaranya sampai ke tangan PPN atau pembantu PPN yang berwenang. Dalam
arti bahwa sebelum suami dating ke PPN atau pembantu PPN terlebih dahulu
suami telah menanyakan persetujuan istrinya terlebih dahulu. Jika-istrinya tidak
menyetujul dan suami menerima pernyataan istri, maka penolakan rujuk dari istri
tersebut telah berlaku. Akan tetapi, jika istri menolak rujuk dan suami tidak
menerima penolakan tersebut, -maka perkara itu baru bisa diselesaikan setelah
diajukan ke Pengadilan Agama.

Kedua, psenolakan rujuk yang dilakukan oleh istri setelah perkara rujuk
sampai ke tangan PPN atau pembantu PPN. Artinya, istri mengajukan keberatan
atas kehendak rujuk bekas suaminya di hadapan PPN atau pembantu PPN
disaksikan oleh dua orang saksi. PPN atau pembantu PPN sifatnya hanya

menerima pengajuan keberatan bekas istri, sedangkan keputusan perkara tersebut

%Tim Redaksi Nuansa, Kompilasi Hukum Islam, h. 48.
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ada pada Pengadilan Agama, bukan pada PPN atau pembantu PPN. Hal ini sesuai

dengan tugas yang diberikan oleh peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975

pasal 2 bahwa PPN hanya bertugas mengawasi dan mencatat nikah, talak, cerai

dan rujuk yang ada di lingkungannya serta memeriksa syarat-syarat yang
berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk tersebut.®’

Setelah kita perhatikan pemaparan sebelumnya; poin penting yang dapat
dipahami atas ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya
yang terdapat dalam pasal 164 dan 165 yang menunjukkan adanya perubahan
konsep rujuk dari fikih klasik menuju fikih yang berbasis Indonesia, yakni:

1. Terlihat dari mulainya tertib administrasi. Masyarakat yang hendak
melakukan rujuk harus melalui lembaga institusi resmi pemerintahan, yaitu
Pegawai Pencatat Nikah. Berbeda dengan yang diucapkan oleh beberapa
mazhab, misalnya mazhab syafi’i yang menyatakan bahwa rujuk dapat
terlaksana hanya melalui ucapan saja, baik secara sindiran maupun perkataan.

2. Adanya implikasi hukum berupa konsep,rujuk. Dalam KHI pasal 165
dijelaskan  bahwa pemaksaan yang dilakukan oleh suami tanpa
mempertimbangkan hak istri berupa persetujuan istri, hal ini bisa
berimplikasi pada tidak sahnya rujuk tersebut berdasarkan putusan
Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut sebagai upaya negara untuk
menjembatani dalam rangka memperkuat hak perlindungan bagi para istri.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hadirnya Kompilasi Hukum Islam

adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, sebagai landasan serta

Arini Rufaida, “Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender”,
Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, vol. 14, no. 2 (Desember, 2019), h. 260-261.
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menciptakan nilai-nilai kebaikan di tengah-tangah permaslahan hukum bagi umat
Islam yang ada di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam menjadi pelengkap dari
aturan yang ditetapkan oleh fikih, namun perbedaannya cukup signifikan, dimana
kita dapati bahwasanya dalam fikih perempuan tidak memiliki hak dalam menolak
rujuk suami selama masih dalam masa iddah. Kompilasi Hukum Islam berkenaan
tentang hak rujuk ini menjadi upaya penguatan hak istri, mengangkat harkat dan
martabat istri serta menjaga dan memelihara keamanan istri,-yang dikhawatirkan
akan menjadi‘objek kesewenangan dari suaminya.

Ditetapkannya hukum berarti kita bicara tentang kemaslahatan, karena
yang menjadi tujuan awal ditetapkannya sebuah hukum syara’ yaitu kebaikan.
Dalam hadis disebutkan:

o Ny e Y
Artinya:
Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan
kemudharatan.®®

Hadits tersebut menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buthi merupakan
sebuah pesan singkat dan memiliki- makna yang luas, yakni mencakup semua
perbuatan dan tindakan, kebijaksanaan dan keputusan tidak boleh menimbulkan
kemudharatan baik itu bagi individu maupun bagi masyarakat. Dengan Kkata lain,
kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘ammah) harus

senantiasa diperhatikan dan dipertimbangkan dalam suatu ketetapan hukum.®

%Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fighiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam (Cet II;
Banda Aceh: Yayasan WDC, 2017), h. 34.

“Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari’ah al-
Islamiyah (Beirut: Muassah al-Risalah, t.th), h. 79.
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Hak istri dalam menyetujui atau menolak ajakan rujuk suami selama masih
dalam masa ‘iddah merupakan perkembangan pemikiran hukum dalam bentuk
penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan Sosial masyarakat muslim di
Indonesia. Jika dilihat dari implikasi terhadap praktek perkawinan bagi

Jlah bahwa kehidupan yang semakin

masyarakat muslim di Indones -\

berkembang membutuhkan sebual aktis dan sistematis yang mudah
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan
yaitu:

1. Dalam fikih Islam, ulama sepakat bahwa hak rujuk adalah milik suami secara
mutlak tanpa memandang apakah istri bersedia untuk diajak rujuk atau tidak,
tentunya“dalam masa- ‘iddah talak r«j’i. Meskipun hak ceral ada di tangan
suami, namun Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk
menentukan perceraian, jika terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan
yang disebut khulu’, atau perceraian dengan memberikan tebusan.

2. Rekonstruksi konsep hak istri menolak rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam
adalah bahwa seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan
istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari bekas istrinya
tersebut. Hal ini-diatur dalam KHI pasal 162 ayat (2), “Rujuk dilakukan
dengan persetujuan istri di- hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah”. Bahkan, dalam mengatur persoalan ini KHI lebih
tegas lagi yaitu rujuk yang dilakukan dengan memaksakan kehendak suami
sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut (menolaknya), maka
rujuk yang ditolak itu bisa dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan

Agama (hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 164 dan 165 KHI).
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. Saran

. Perlunya memberikan penataan tentang konsep rujuk yang ada di Kompilasi
Hukum Islam dan Produk hukum lainnya kepada para muballiga, ustadz,
tokoh Agama yang bisa memberikan pengajian tentang Agama kepada
Masyarakat.

. Perlunya pemerintah ~yang berwenang dalam meningkatkan -efektifitas
sosialisai tentang prosedur dalam pelaksanaan rujuk yang.telah diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam dan Produk hukum lainnya.

. Apabila dari masing-masing pihak akan mengajukan perceraian atau hendak
rujuk maka gunakanlah aturan yang telah dibuat oleh pemerintah (ulil amri),
sebab dengan adanya putusan dari pemerintah akan dirasa lebih terjamin
legalitasnya.

Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, adapun
perdamaian dengan rujuk merupakan hal sebaliknya. Juga mengingat sangat
tingginya kwantitas perceraian dan untuk mendorong semangat rujuk. Maka

karya-karya ilmiah yang membahas tentang ruju sangat diharapkan adanya.
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